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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat  

2.1.1 Pengertian Indeks Kepuasan Masyarakat  

Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah perlu 

untuk terus diukur dan dibandingkan. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

pemerintah adalah dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat. 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) 

Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks 

Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah 

menyebutkan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah:  Data dan informasi 

tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil 

pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat 

dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan 

publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.  

Lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

(KEPMENPAN) Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum 

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi 

Pemerintah menyebutkan, “Sasaran dari Indeks Kepuasan Masyarakat 

adalah tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”.  Masih menurut 

KEPMENPAN Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman Umum 

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, “Indeks kepuasan 

masyarakat juga ditujukan sebagai penataan sistem, mekanisme dan 

prosedur pelayanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih 

berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna”. Selain itu, sasaran lainnya 

dari Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tumbuhnya kreativitas, 

prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas 

pelayanan publik.  
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Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indeks 

Kepuasan Masyarakat adalah data informasi mengenai tingkat kepuasan 

pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sebuah instansi 

pemerintahan.  

 
2.1.2 Maksud dan Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat  

Keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau instansi pada 

akhirnya akan bermuara pada nilai yang diberikan oleh pelanggan 

mengenai kepuasan yang diberikan. Indeks Kepuasan Masyarakat 

sebagai indikator kepuasan masyarakat disusun guna mengetahui 

seberapa besar kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh 

instansi. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

(KEPMENPAN) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum 

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat menyebutkan bahwa, 

Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dimaksudkan 

sebagai acuan bagi Unit Pelayanan Pemerintah dalam menyusun Indeks 

Kepuasan Masyarakat. Sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat yang 

disusun dapat menunjukkan nilai kepuasan masyarakat secara 

keseluruhan. 

Menurut KEPMENPAN Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman 

Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, tujuan dari Indeks 

Kepuasan Masyarakat adalah “Untuk mengetahui tingkat kinerja unit 

pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan 

dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya”. 

Sedangkan bagi masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dapat 

digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang 

bersangkutan. Maksud dan tujuan dari Indeks Kepuasan Masyarakat 

dapat disimpulkan sebagai tolok ukur keberhasilan pelayanan dan dapat 

digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan instansi.  
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2.1.3 Manfaat Indeks Kepuasan Masyarakat  

Indeks Kepuasan Masyarakat yang disusun dari Unit Pelayanan 

Pemerintahan yang satu dengan yang lainnya disusun agar memberikan 

manfaat baik bagi masyarakat maupun bagi instansi pemerintah itu 

sendiri. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

(KEPMENPAN) Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum 

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan tersedianya data 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara periodik, dapat diperoleh 

manfaat sebagai berikut:  

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik  

2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah 

dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik  

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya 

yang perlu dilakukan  

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap 

hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup pemerintah pusat 

dan daerah  

5. Memacu persaingan positif, antarunit penyelenggara pelayanan pada 

lingkup pemerintah pusat dan daerah dalam upaya peningkatan 

kinerja pelayanan  

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit 

pelayanan  

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat 

Indeks Kepuasan Masyarakat secara sederhana dapat digunakan sebagai 

alat untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan di sebuah 

instansi pemerintah. Berdasarkan tingkat kinerja penyelenggaraan 

tersebut dapat ditentukan berbagai kebijakan dalam hal pelayanan.  

 



 
12 

 

2.1.4 Unsur-Unsur Penilaian dalam Indeks Kepuasan Masyarakat  

Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan 

karakteristik yang berbeda, maka untuk memudahkan penyusunan 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di unit pelayanan diperlukan 

pedoman umum yang digunakan sebagai acuan bagi Instansi, 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk 

mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan di lingkungan instansi 

masing-masing. Adanya penilaian atas pelayanan publik di instansi 

pemerintah tidak terlepas dari adanya unsur-unsur penilaian atau 

standar penilaian yang telah ditetapkan. Unsur penilaian ini dirumuskan 

atau ditetapkan supaya penilaian yang diberikan.  

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam 

Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang kemudian 

dikembangkan menjadi 14 unsur yang relevan, valid dan reliabel, 

sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks 

Kepuasan Masyarakat, dapat disebutkan sebagai berikut:   

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 

pelayanan  

2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif 

yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 

pelayanannya  

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian 

petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta 

kewenangan dan tanggungjawabnya)  

4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 

memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja 

sesuai ketentuan yang berlaku  
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5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan 

tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian 

pelayanan  

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan 

keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ 

menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat  

7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat 

diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit 

penyelenggara pelayanan   

8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan 

dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang 

dilayani  

9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku 

petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 

sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati  

10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat 

terhadap besamya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan  

11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang 

dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan  

12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan  

13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana 

pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan 

rasa nyaman kepada penerima pelayanan  

14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan 

lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang 

digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan 

pelayanan terhadap risiko-risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan 

pelayanan.  

Berdasarkan penjabaran mengenai unsur-unsur penilaian Indeks 

Kepuasan Masyarakat tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 14 
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unsur pokok yang digunakan dalam penyusunan Indeks Kepuasan 

Masyarakat.  
 

2.2 Langkah-Langkah Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat  

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara beruntut, 

yang disesuaikan dengan standar atau unsur-unsur  

Indeks Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendaya-

gunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 25 Tahun 2004 Tentang 

Pedoman Umum Penyususnan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan 

Instansi Pemerintah menyebutkan langkah-langkah dalam peyusunan Indeks 

Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:  

1. Persiapan  

a Penetapan Pelaksana  

Apabila penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara 

swakelola, perlu membentuk Tim penyusunan indeks kepuasan 

masyarakat. Apabila dilaksanakan oleh unit independen yang sudah 

berpengalaman, perlu dilakukan melalui “Perjanjian kerja sama” 

dengan unit independen 

b Penyiapan bahan.  

 Penyusunan IKM digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan 

data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner disusun 

berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat.   

 Kuesioner dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu:  

1) Bagian I : Identitas responden meliputi usia, jenis kelamin, 

pendidikan dan pekerjaan, yang berguna untuk menganalisis profil 

responden dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan instansi 

pemerintah.  

2) Bagian II : Identitas pencacah, berisi data pencacah. (apabila 

kuesioner diisi oleh masyarakat, bagian ini  tidak diisi).   

3) Bagian III : Mutu pelayanan publik adalah pendapat penerima 

pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden 

terhadap unsur-unsur pelayanan  
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yang dinilai.  

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum 

mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik 

sampai dengan tidak baik. Kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, 

kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat 

baik diberi nilai persepsi 4. Langkah selanjutnya dari penyusunan 

Indeks kepuasan Masyarakat sesuai dengan  

KEPMENPAN nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman Umum 

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah:  

c Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data  

1) Jumlah Responden  

Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan 

cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan.  

2) Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dapat dilakukan di lokasi masingmasing unit 

pelayanan (seperti unit pelayanan SIM, STNK, transportasi dan 

sebagainya) pada saat sibuk; atau di lingkungan perumahan untuk 

penerima layanan tertentu (seperti: telepon, air bersih, pendidikan 

dan sebagainya) pada saat responden di rumah.  

d Penyusunan Jadwal.  

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat diperkirakan memerlukan 

waktu selama 1 (satu) bulan dengan rincian sebagai berikut:  

1) Persiapan, 6 hari kerja;  

2) Pelaksanaan pengumpulan data, 6 hari kerja;  

3) Pengolahan data indeks, 6 hari kerja;  

4) Penyusunan dan pelaporan hasil, 6 hari kerja.  

2. Pelaksanaan Pengumpulan Data  

a Pengumpulan data  

 Guna memperoleh data yang akurat dan obyektif, perluditanyakan 

kepada masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang telah ditetapkan.  
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b Pengisian kuesioner  

 Pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan salah satu dari 

kemungkinan dua cara sebagai berikut:  

1) Dilakukan sendiri oleh penerima layanan dan hasilnya 

dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini 

sering terjadi, penerima layanan kurang aktif melakukan pengisian 

sendiri walaupun sudah ada himbauan dari unit pelayanan yang 

bersangkutan.  

2) Dilakukan oleh pencacah melalui wawancara olehunit pelayanan 

sendiri, atau unit independen yang sudah berpengalaman, baik 

untuk tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.   

3. Pengolahan Data  

a. Metode pengolahan data  

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” 

masing-masing unsur pelayanan. Penghitungan Indeks Kepuasan 

Masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur 

pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai 

berikut:  

   

Guna memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit 

pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan 

rumus sebagai berikut:  

  

  

Guna memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 

25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan 

nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:  

  

IKM =     x Nilai Penimbang   

  
Bobot nilai rata - tara tertimbang =  =    =   0,071   
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IKM Unit Pelayanan x 25  

    

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-

beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk menambah 

unsur yang dianggap relevan dan memberikan bobot yang berbeda 

terhadap 14 (empat belas) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, 

dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap. Berikut ini nilai 

persepsi dan interval IKM yang digunakan dalam penilaian 14 unsur 

IKM yang ditunjukkan pada tabel 1. sebagai berikut:  

 Tabel 2.1  Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu  

              Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan  

Nilai 

Persepsi  

Nilai Interval  

IKM  

Nilai Interval  

Konversi IKM  

Mutu 

Pelayanan  

Kinerja  

Unit  

Pelayanan  

1  1,00 - 1,75  25 - 43,75  D  Tidak baik  

2  1,76 - 2,50  43,76 - 62,50  C  Kurang baik  

3  2,51 - 3,25  62,51 - 81,25  B  Baik  

4  3,26 - 4,00  81,26 - 100,00  A  Sangat baik  

Sumber : KEPMEN PAN Nomor 25 Tahun 2004  

b. Perangkat pengolahan  

1) Pengolahan dengan komputer  

 Data entry  dan penghitungan indeks dapat dilakukandengan 

program komputer/ sistem data base.  

2) Pengolahan secara manual dilakukan dengan cara data Isian 

kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir 

mulai dari unsur 1 ( U1) sampai dengan unsur 14 (U14). Langkah 

selanjutnya adalah mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan 

dan nilai indeks unit pelayanan.  

3) Nilai rata-rata per unsur pelayanan.  

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan (kebawah) 

sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden, 
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kemudian untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, 

jumlah nilai masingmasing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah 

responden yang mengisi. Guna mendapatkan nilai rata-rata 

tertimbang per unsur pelayanan, jumlah nilai rata-rata per unsur 

pelayanan dikalikan dengan 0,071 sebagai nilai bobot rata-rata 

tertimbang.  

4) Nilai indeks pelayanan  

Guna mendapatklan nilai indeks unit pelayanan, dengan cara 

menjumlahkan 14 unsur dari nilai rata-rata tertimbang.  

c. Pengujian Kualitas Data  

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-

masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden 

yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, 

pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat 

digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan 

jawaban yang diberikan, sebagai  bahan analisis obyektivitas.  

4. Laporan Hasil Penyusunan Indeks  

Hasil akhir kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat dari setiap 

unit pelayanan instansi pemerintah, disusun dengan materi utama sebagai 

berikut:  

a. Indeks per unsur pelayanan  

 Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah 

nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata 

setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) 

untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari 

setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 

0,071.  

b. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan  

 Peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan padaunsur yang 

mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai 

cukup tinggi harus tetap dipertahankan.  
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 Berdasarkan penjabaran dari langkah-langkah penyusunan Indeks 

Kepuasan Masyarakat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam 

penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terdapat 4 tahapan utama 

yaitu persiapan, persiapan pengumpulan data, pengolahan data dan 

laporan hasil penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Pengolahan 

data Indeks Kepuasan Masyarakat menggunakan rumus perhitungan 

yang telah ditetapkan sesuai dengan KEPMENPAN Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks kepuasan 

Masyarakat.  

2.3 Penelitian terdahulu 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 
 

N

o 

Peneliti Judul Hasil 

1 Herlina, 

Anggalia 

Wibasuri( 

2016) 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Dan Standar 

Operasional 

Prosedur 

Program E-

KTP 
Se- Bandar 
Lampung 
 

Hasil SOP sebagai standar 
menetapkan norma dan memberi 
kesempatan anggota masyarakat 
dan perorangan mengetahui 
bagaimanakah tingkat  pelayanan  
yang  diharapkan/diinginkan; 
standar  berfokus  pada  inti    
dan  tugas penting  yang  harus  
ditunjukkan  pada  situasi  aktual 
dan  sesuai dengan  kondisi  
lokal; standar meningkatkan 
efisiensi dan mengarahkan pada 
pemanfaatan sumber daya 
dengan lebih baik; standar 
meningkatkan pemanfaatan staf, 
motivasi staf dan standar dapat 
digunakan untuk menilai aspek 
praktis baik pada keadaan dasar 
maupun post-basic pelatihan dan 
pendidikan. 
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